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ABSTRAK 

Persoalan mengenai ketimpangan kewenangan pada level internal penyelenggara akuntabilitas 

maupun secara vertical hirarkis dan horizontal, serta relasi kuasa antara masyarakat dan 

penyelenggara akuntabilitas memunculkan anomali dalam praktik akunabilitas di level desa. 

TujuanSpenelitian ini untuk menganalisis dinamika akuntabilitas pada era Sustainable 

Development Goals dengan bestpractice desa Nangai Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi 

Bengkulu sebagai lokus penelitian, penentuan lokus tersebut didasarkan dari pemerintah desa 

tersebut menyeleraskan program desa terhadap Sustainable Development Goals, selain itu, terjadi 

penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh mantan pimpinan pemerintah desa tersebut. Jenis 

penelitianMyang digunakan menggunakan pendekatanMkualitatif. Informan ditetapkanKdengan 

teknik snowball yang berhubungan erat dengan informant utama dalam akuntabilitas Dana Desa 

tersebut. Temuan dari penelitian yakni keterlibatan banyak actor dalam mekanisme akuntabilitas 

memunculkan paradoks dalam prosesnya. Intervensi ekonomi-politik di level vertikal insitusi 

penyelenggara akuntabilitas mempengaruhi kebijakan pengelolaan Dana Desa dan mekanisme 

pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. selanjutnya, overlapping kewenangan 

terhadap institusi di level horizontal serta, aspek birokrasi yang melekat di institusi penyelenggara 

akuntabilitas menambah persoalan yang dihadapi dalam proses akuntabilitas. Lebih lanjut, relasi 

kuasa antara pihak pemerintah desa dan kelompok elite masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa 

untuk kepentingan kelompok memperpanjang dinamika akuntabilitas dalam pengelolaan Dana 

Desa. 

Kata Kunci : Akuntabilitas; Sustainable development Goals; Dinamika. 

 

Abstract  

Issues regarding the inequality of authority at the internal level of accountability organizers as 

well as vertically hierarchical and horizontal, as well as power relations between the community 

and accountability organizers give rise to anomalies in accountability practices at the village 

level. The purpose of this research is to analyze the dynamics of accountability in the era of 

Sustainable Development Goals with the bestpractice of Nangai Amen village, Lebong Regency, 

Bengkulu Province as the research locus, the determination of the locus is based on the village 

government aligning the village program with the Sustainable Development Goals, in addition, 

there was misappropriation of Village Funds committed by the former leadership of the village 

government. The type of research used used a qualitative approach. The informants were 

determined using a snowball technique that was closely related to the main informants in the 

Village Fund accountability. The findings of the research are that the involvement of many actors 

in the accountability mechanism creates paradoxes in the process. Political-economic intervention 

at the vertical level of the accountability organizing institution influences the Village Fund 

management policy and the accountability reporting mechanism for the use of the Village Fund. 

Furthermore, the overlapping authority of institutions at the horizontal level as well as, the 

bureaucratic aspects inherent in the accountability organizing institution add to the problems 

faced in the accountability process. Furthermore, the power relations between the village 

government and elite community groups in utilizing the Village Fund for group interests extend the 

dynamics of accountability in the management of the Village Fund. 

Keywords: Accountability; Sustainable Development Goals; Dynamics. 
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A.  PENDAHULUAN  
Rekognisi desa di Indonesia 

memiliki Sejarah dan dinamika 

politik yang panjang sejak sebelum 

kemerdekaan hingga penerapan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

tentang desa yang mereformasi tata 

kelola hubungan pemerintah pusat 

dan daerah (Antlöv, 2003; Ni‘matul 

Huda, 2015; Salomo & Rahmayanti, 

2023). Implementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa memberikan 

kewenangan kepada pemerintah desa 

untuk mengembangkan potensi desa 

melalui Pembangunan yang didanai 

oleh Dana Desa yang bersumber dari 

APBN. Pemerintah percaya 

penerapan Undang-Undang Desa 

memberikan dampak Pembangunan 

serta pengentasan kemiskinan di 

level desa (Faoziyah & Salim, 2020; 

Ginting et al., 2024; Sugiharti et al., 

2021).  

Ambisi pemerintah untuk 

mewujudkan pemerataan 

Pembangunan yang dimulai dari 

pedesaan pada rezim pemerintahan 

Presiden Joko Widodo beriringan 

dengan salah satu tujuan dari 17 

agenda United Nations yakni 

Sustainable Development Goals 

(SDGs). Sustainable Development 

Goals merupakan agenda 

‘Strengthen the means of 

implementation and revitalize the 

Global Partnership for Sustainable 

Development’ yang mana negara-

negara di dunia berkolaborasi 

mewujudkan Pembangunan 

berkelanjutan (Stanberry & Bragan 

Balda, 2024; United Nations, 2020). 

Penerapan SDGs Desa di 

Indonesia didasari oleh Peraturan 

Presiden Nomor 59 Tahun 2017 

tentang Langkah-langkah pencapaian 

tujuan Pembangunan berkelanjutan 

nasional yang memadukan SDGs 

global dan nasional berkearifan local 

sehingga pemerintah desa dapat 

membangun desa sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan desa 

(Prasetyo et al., 2021).  

Namun, implementasi SDGs 

dan tata kelolanya menghadapi 

berbagai kendala (Furqan et al., 

2023). Beberapa kendala yang 

ditemui diantaranya adalah 

minimnya koordinasi antar 

stakeholder dan ketidakmerataan 

proporsi dalam mekanisme 

akuntabilitas dalam pembuatan 

kebijakan (Bowen et al., 2017a). 

Selanjutnya, pada konteks SDGs 

desa persoalan mengenai persoalan 

structural, tata kelola pemerintah 

desa, kapasitas aparatur desa, 

manajemen keuangan, serta 

mekanisme penyusunan pelaporan 

penggunaan anggaran, hingga 

korupsi mendominasi persoalan yang 

dialami pada SDGs Desa (Antlöv et 

al., 2016; Bebbington et al., 2006; 

Beekman et al., 2014; Biglari et al., 

2022; Derks & Romijn, 2019; 

Douglas, 2005; Furqan et al., 2023; 

Gupta et al., 2021; Surachman, 2020; 

Vasstrøm & Normann, 2019).  

Sustainable Development 

Goals (SDGs) berkaitan erat dengan 

aspek akuntabilitas yang menjadi 

salah satu factor dalam keberhasilan 

goals SDGs (Abhayawansa et al., 

2021; Bowen et al., 2017b; Breuer & 

Leininger, 2021). Riset yang 

dilakukan oleh (Lauwo et al., 2022) 

menyatakan untuk mencapai 

akuntabilitas di level local, strategi 

pemerintah diperlukan dalam 

mengeluarkan kebijakan mengenai 

tata kelola keuangan sumber daya 

dengan berkolaborasi terhadap 
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stakeholder agar tata kelola yang 

bersifat integrative dapat terwujud. 

Reformasi akuntabilitas 

menjadi salah satu point penting 

dalam tata kelola demokrasi dalam 

beberapa decade terakhir yang 

mengundang berbagai para ahli 

untuk menganalisis mengenai 

akuntabilitas dari berbagai sudut 

pandang (Pérez-Durán, 2024a). 

Akuntabilitas dimaknai sebagai 

proses hubungan sosial dan 

terjadinya pertukaran timbal-balik 

antara setidaknya dua pihak actor 

dalam ruang forum. Actor yang 

melaksanakan kegiatan atau 

bertindak dalam melaksanakan 

kebijakan maupun aktivitas tertentu 

dalam ruang lingkup penerimaan 

mandatori dari organisasi 

bertanggung jawab untuk 

menyampaikan informasi berkaitan 

dengan hasil dari kegiatan tersebut 

dan melakukan pembenaran dalam 

setiap tindakan yang dilakukan 

berdasarkan kesepakatan regulasi 

antara dua pihak actor, sebaliknya 

actor yang menerima informasi 

tersebut memiliki kewenangan untuk 

menilai dan memberikan sanksi atas 

Tindakan yang bersangkutan sesuai 

dengan kesepakatan regulasi yang 

disusun bersama (Bovens, 2007; 

Pérez-Durán, 2024b). 

Mayoritas riset yang 

dilakukan mengenai akuntabilitas 

melihat akuntabilitas dengan 

pendekatan pragmatic yakni melihat 

proses pelaksanaan akuntabilitas 

dalam suatu institusi, tidak dapat 

dipungkiri bahwa akuntabilitas juga 

dapat didefinisikan sebagai ―the 

legal obligation to be responsive to 

the legitimate interests of those 

affected by decisions, programs, and 

interventions”(Considine, 2002; 

Pérez-Durán, 2024b). Terjadinya 

mekanisme kepatuhan terhadap 

regulasi yang beririsan dengan 

keputusan, program, maupun, 

intervensi yang terjadi dalam suatu 

organisasi. 

Artikel ini berupaya melihat 

dinamika akuntabilitas dalam 

pengelolaan Dana Desa pada era 

SDGs dari perspektif akuntabilitas 

social yang melihat aspek 

akuntabilitas melalui keterlibatan 

‗many hands‘ dan ‗many eyes‘ dalam 

pembuatan kebijakan dan 

keterlibatan actor yang seringkali 

bias sarat kepentingan dan benturan 

birokrasi yang terkadang 

menghambat mekanisme 

akuntabilitas (Brandsma & 

Schillemans, 2013; Thompson, 

1980).  

Secara umum, artikel ini 

mengkaji mekanisme akuntabilitas 

yang dilakukan disalah satu 

pemerintah desa disalah satu 

Kabupaten di Provinsi Bengkulu 

yang melihat dari sisi keterlibatan 

actor tidak hanya actor yang 

merumuskan kebijakan, pelaksana 

kebijakan, serta badan independent 

yang berfungsi sebagai pengawasan, 

termasuk dalam hal ini adalah 

masyarakat sebagai actor ketiga 

dalam mekanisme control dalam 

aspek akuntabilitas dengan melihat 

hasil dan dampak dari program 

maupun kebijakan yang sedang dan 

telah dilakukan.  

Perbedaan struktur antara sisi 

penawaran dan dari sisi permintaan 

berimplikasi terhadap perbedaan 

peran yang berbeda-beda bagi para 

actor yang terlibat dan menciptakan 

jenis-jenis akuntabilitas yang 

berbeda; seperti akuntabilitas vertical 

atau hirarkis, horizontal, 
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akuntabilitas hybrid, akuntabilitas 

social, dan akuntabilitas inovatif. 

Perbedaan komposisi tersebut tidak 

serta-merta terpisah ataupun 

mengambil alih, melainkan 

perbedaan akuntabilitas tersebut 

berfungsi berdampingan dalam tata 

kelola pemerintahan yang 

demokratis.  

 

B. METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan di salah 

satu desa yang terletak disalah satu 

Kabupaten, Provinsi Bengkulu, Desa 

Nangai Amen merupakan salah satu 

desa yang menerima Dana Desa dan 

berupaya menyeleraskan SDGs Desa 

dalam perencanaan program desa. 

Namun, Kepala Desa tersebut 

ditetapkan menjadi tersangka atas 

kasus korupsi penyelewengan Dana 

Desa. Kasus korupsi yang menjerat 

Kepala Desa tersebut menjadi salah 

satu studi kasus yang menarik untuk 

diteliti dalam perspektif 

akuntabilitas, mengingat mekanisme 

akuntabilitas pada dasarnya 

mengedepankan transparansi dalam 

pengelolaan anggaran Dana Desa. 

Analisis dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif 

eksploratif dengan teknik snowball 

yang berupaya mencari informasi 

mengenai dinamika akuntabilitas 

Dana Desa. Penentuan jenis 

instrument berkolerasi dengan sifat 

hubungan antar instrument yang 

ditentukan dari kajian literature yang 

digagas pada bagian sebelumnya. 

Tujuan dari penelitian ini untuk 

memberikan Gambaran mengenai 

dinamika Dana Desa dari perspektif 

akuntabilitas social yang meliputi 

berbagai jaringan actor yang terlibat 

secara langsung maupun tidak 

langsung dalam proses pemanfaatan 

Dana Desa (Furqan et al., 2023). 

Selama proses pengumpulan 

data peneliti menggunakan 

pendekatan wawancara dengan 

Teknik snowball. Penentuan 

informan berdasarkan keterlibatan 

informan secara langsung maupun 

tidak langsung dalam pengelolaan 

Dana Desa dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang valid. 

Informant terdiri dari apparatus 

pemerintah desa setempat, elite 

masyarakat, serta badan maupun 

Lembaga masyarakat yang berada di 

lingkungan Desa Nangai Amen. 

Tahapan akhir dari pengumpulan 

data yakni proses triangulasi data 

yang dilakukan untuk mencari 

validitas serta pemahaman terhadap 

temuan lapangan berdasarkan 

perspektif akuntabilitas social. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN. 

Bab ini menjabarkan hasil 

temuan di lapangan terkait dengan 

dinamika akuntabilitas Dana Desa 

yang dilakukan oleh aparatur desa 

bersama dengan masyarakat desa 

stempat. Bersamaan dengan hal 

tersebut diuraikan mengenai 

persoalan yang dihadapi dalam 

dinamika akuntabilitas berdasarkan 

temuan yang telah dihimpun oleh 

peneliti melalui hasil wawancara 

secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur. 

Bagian penting dari artikel ini 

berfokus pada sisi penawaran 

akuntabilitas dengan 

mengidentifikasi dinamika hubungan 

pemerintah, badan, dan agen yang 

berbeda terhadap jenjang instansi 

secara vertical dalam struktur 

hierarhikis. Konteks penawaran 
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diartikan sebagai institusi yang 

menyediakan maupun yang 

melaksanakan mekanisme 

akuntabilitas berdasarkan regulasi 

dan kebijakan yang berlaku.  2020 

ini menentukan masaAdepannya baik 

untuk dirinya, masyarakatAdan 

negara. Pemerintah desa dalam 

melakukan pengelolaan Dana Desa 

dilandasi oleh regulasi Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 

2018 tentang Perubahan Pengelolaan 

Keuangan Desa yang sebelumnya 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 113 tahun 2014. 

Pada tataran internal 

pemerintah desa sebagai 

penanggungjawab penggunaan Dana 

Desa dilakukan berdasarkan jenjang 

hirarki (Brandsma & Schillemans, 

2013). Koordinasi dilakukan antara 

Kepala Desa yang berperan sebagai 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

bertanggung jawab penuh terhadap 

penggunaan dan 

pertanggungjawaban Dana Desa 

sesuai dengan program/kegiatan 

yang telah dirumuskan bersama 

melalui Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrenbang) tingkat 

desa.  

Seluruh aparatur desa terlibat 

dalam pengelolaan Dana Desa agar 

mekanisme control dan pengawasan 

pengelolaan Dana Desa dapat 

dilakukan. Dalam pengelolaan Dana 

Desa, pengambilan keputusan 

maupun koordinasi bertumpu kepada 

Kapala Desa selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPU), kewenangan setiap 

aparatur desa dibatasi sesuai dengan 

tupoksi yang melekat terhadap 

jabatan dan tugas yang diemban oleh 

masing-masing aparatur desa (HUPE 

& HILL, 2007).  

Namun, dalam koordinasi antar 

aparatur desa dalam mekanisme 

akuntabilitas seringkali berbenturan 

pada level koordinasi dan birokrasi. 

Meskipun jumlah aparatur desa 

cenderung kecil dan lebih mudah 

untuk diawasi dan dikontrol, dalam 

proses pengelolaan Dana Desa 

seringkali terjadi tumpang tindih 

mengenai alokasi anggaran Dana 

Desa. Tumpang tindih seringkali 

terjadi disebabkan distribusi 

anggaran Dana Desa ke setiap 

masing-masing Pokja Desa yang 

mengakomodir program/kegiatan 

desa untuk diprioritaskan 

mendapatkan anggaran Dana Desa 

yang besar. Penyebab lainnya adalah, 

bias struktur hirarkis birokrasi antar 

Pokja yang menyebabkan posisi 

yang setara secara hirarkis menjadi 

salah satu penyebab tumpang tindih 

kepentingan dalam mekansime 

akuntabilitas Dana Desa (Hong, 

2017)   

Temuan lainnya dalam 

mekanisme akuntabilitas Dana Desa 

pada level internal aparatur desa 

melibatkan jejaring actor antar 

aparatur desa secara internal maupun 

dengan aparatur lembaga vertical 

yang secara hirarkis diatas mereka. 

Potensi tersebut terjadi implikasi dari 

relasi tersebut menyebabkan konflik 

kepentingan yang menjadi dasar 

dalam penentuan program/kegiatan 

serta distribusi anggaran Dana Desa 

(Bach et al., 2017). konsekuensi dari 

hal tersebut, manfaat dari Dana Desa 

yang dikelola secara kolegial demi 

kepentingan masyarakat berpotensi 

menguntungkan sejumlah pihak 

tertentu dan fraud karena aparatur 

desa memiliki otoritas dalam 

menentukan dan melaksanakan 

kebijakan program yang ada. 

 Dalam perspektif hubungan 
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antar kelembagaan secara horizontal, 

koordinasi pengelolaan Dana Desa 

dilakukan antara aparatur desa, 

Badan Permusyawaratan Desa yang 

berperan sebagai legislasi tingkat 

desa, tokoh masyarakat, serta 

masyarakat desa. Dalam konteks 

pengelolaan Dana Desa, posisi 

Badan permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam akuntabilitas social berfungsi 

sebagai bridging aspirasi masyarakat 

mengenai penyusunan 

kegiatan/program. Penyampaian 

aspirasi tersebut dilakukan ketika 

kegiatan deliberasi antara aparatur 

desa dan masyarakat dari berbagai 

unsur merumuskan kegiatan program 

yang akan dilakukan. 

Dalam perspektif akuntabilitas 

eksistensi Badan Permusyaratan 

Desa (BPD) sebagai institusi 

pengawas dan control pelaksanaan 

program yang dijalankan. BPD 

mempunyai kewenangan untuk 

melakukan intervensi aparatur desa 

apabila ditemukan potensi 

penyelewengan penggunaan 

anggaran maupun pengerjaan 

program dan kegiatan yang tidak 

tertera pada perencanaan untuk 

dilakukan tindak-lanjut mengenai 

program tersebut.    

Benturan kepentingan 

mengenai mekanisme control dan 

pengawasan dalam pengerjaan 

program menjadi tantangan yang 

ditemui dalam menjalankan 

mekanisme akuntabilitas. Bias 

kepentingan antar pihak eksekutif 

atau aparatur desa dan Badan 

Pemusyawaratan Desa (BPD) 

seringkali melampaui fungsi dari 

masing-masing institusi dalam 

menjalankan aspek tersebut. Temuan 

peneliti di lapangan menyebutkan, 

BPD mengambil keputusan secara 

sepihak diluar dari fungsi yang 

ditentukan, tanpa melibatkan pihak 

eksekutif dalam melakukan 

pengawasan dan control kebijakan. 

Implikasi dari tindakan tersebut 

berdampak pada laju perkembangan 

program yang telah ditentukan 

menjadi terhambat dari perencanaan 

yang telah ditentukan. 

Mekanisme akuntabilitas tidak 

hanya dilihat dari aspek control 

internal, vertical terhadap lembaga 

yang lebih tinggi secara kewenangan, 

maupun secara horizontal, melainkan 

melibatkan aspek masyarakat dalam 

kegiatannya. Masyarakat dalam 

mekanisme akuntabilitas pada era 

SDGs memainkan peran yang sangat 

penting karena berposisi sebagai 

terdampak atas program yang telah 

dirumuskan secara bersama 

(Brandsma & Schillemans, 2013; 

Considine, 2002; Hong, 2017).  

Selanjutnya dalam perspektif 

governance yang beririsan dengan 

mekanisme akuntabilitas, penekanan 

terhadap pelibatan masyarakat 

berperan krusial dalam menjalankan 

mekanisme akuntabilitas pada 

keberlanjutan, melalui pemberdayaan 

masyarakat local kegiatan/program 

yang disusun berbasis kebutuhan 

yang merepresentasikan persoalan 

yang dialami oleh masyarakat. 

Literatur yang menjelaskan 

mengenai pertanggunjawaban pada 

aspek pertanggungjawaban social 

meningkat seiring dengan 

pendekatan good governance 

akuntabilitas (Pérez-Durán, 2024b). 

Pelibatan masyarakat berfokus 

pada keterlibatan masyarakat 

maupun organisasi yang 

merepresentasikan masyarakat dalam 

meminta pertanggungjawaban atas 

kebijakan yang dilakukan oleh 
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pemerintah. Konteks masyarakat 

dalam mekanisme pengawasan 

sekaligus alat control dalam 

mekanisme akuntabilitas terdiri dari 

beberapa unsur masyarakat. Artinya, 

masyarakat tidak hanya diartikan 

secara harfiah yakni sekumpulan 

individu akan tetapi terdiri dari 

organisasi swadaya masyarakat yang 

mengambil peran dalam bridging 

masyarakat kepada aparatur 

pemerintah (Goetz & Jenkins, 2001).  

Disisi lain, pelibatan 

masyarakat dalam pengawasan dan 

control pada akuntabilitas tidak 

lengkap apabila tidak melihat 

stratifikasi social maupun 

karakteristik masyarakat 

(Brinkerhoff & Wetterberg, 2016). 

Masyarakat desa tidak terlepas dari 

hubungan kekuasaan yang 

berhubungan erat dengan intervensi 

social di level pedesaan. Dalam 

konteks temuan peneliti di lapangan, 

intervensi social dengan 

memanfaatkan power secara politik 

maupun akses sumberdaya yang 

dimiliki oleh beberapa kelompok 

masyarakat berkolerasi terhadap 

individu yang menduduki posisi 

strategis di desa (Dasgupta & Beard, 

2007; Sidik & Habibi, 2024). 

Kelompok-kelompok elite desa 

tersebut membentuk jaringan dengan 

para aparatur desa dan juga lembaga 

setingkat untuk membajak proyek-

proyek pembangunan guna untuk 

kepentingan kelompok mereka 

sendiri. Implikasi dari relasi kuasa 

yang terjalin di tingkat local, 

berpotensi memunculkan fraud yang 

menguntungkan pihak-pihak tertentu 

yang terafiliasi dengan penguasa 

tingkat local. 

Akuntabilitas yang bersifat 

administrative yakni mekanisme 

pelaporan yang disusun menjadi 

laporan pertanggungjawaban dalam 

penggunaan Dana Desa cenderung 

tidak dapat menjadi indicator utama 

penggunaan Dana Desa sesuai 

dengan regulasi yang berlaku. 

Akuntabilitas administrative 

berpotensi menjadi celah yang 

dimanfaatkan kelompok elite desa 

tersebut untuk mendapatkan nilai 

manfaat dari proyek yang telah 

dirumuskan. Meskipun dalam 

perumusan program kegiatan 

dilakukan secara terbuka dan melalui 

mekanisme deliberative yang 

dihadiri dari berbagai pihak termasuk 

element masyarakat. 

Ketidakmerataan politik dalam 

masyarakat dan posisi antara 

masyarakat, institusi penyelenggara 

vertical maupun horizontal, serta 

internal masyarakat menyebabkan 

potensi tumbang tindih kepentingan 

dan overlapping kewenangan dalam 

mekanisme akuntabilitas terjadi.   

Pelibatan masyarakat dalam 

konteks akuntabilitas yang berperan 

sebagai pengawas dan control dalam 

kebijakan memunculkan anomali 

dalam praktik tata kelolanya. 

Eksistensi masyarakat seringkali 

dimanfaatkan oleh kelompok-

kelompok tertentu untuk 

melegitimasi kebijakan yang 

dilakukan oleh sekelompok elite desa 

untuk mendapatkan keuntungan 

tertentu. Namun, disisi lain, 

keterlibatan masyarakat wajib 

dilakukan dalam tata kelola 

akuntabilitas agar mekanisme 

pengawasan dari berbagai pihak 

untuk mengawasi jalannya 

pembangunan dapat terpenuhi.   
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D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Many eyes and many hands 

dalam mekanisme akuntabilitas 

memunculkan anomali pada 

praktiknya. Pada perspektif 

akuntabilitas mekanisme 

pengawasan dan control kegiatan 

atau program dibutuhkan agar 

program yang disusun dapat berjalan 

sesuai dengan regulasi dan 

memberikan manfaat kepada 

masyarakat. 

Benturan kepentingan antar 

intistusi secara horizontal maupun 

vertical serta masyarakat mengenai 

mekanisme control dan pengawasan 

dalam pengerjaan program menjadi 

tantangan yang ditemui dalam 

menjalankan mekanisme 

akuntabilitas. Selanjutnya, 

mekanisme akuntabilitas yang 

melibatkan banyak actor untuk 

pengawasan dan aspek control 

berpotensi sarat akan kepentingan 

serta intervensi yang dilakukan 

dalam praktik tata kelolanya. 

Persoalan tersebut disebabkan akibat 

struktur social-politik masyarakat 

terhadap institusi penyelenggara 

yang timpang menyebabkan 

keberadaan masyarakat dianggap 

sebagai pemenuhan syarat 

administrative dalam suatu 

kebijakan. Stratifikasi social 

masyarakat yang terfragmentasi 

berdasarkan latar belakang ekonomi 

serta relasi terhadap penguasa local 

menyumbang persoalan dalam 

dinamika akunabilitas di tingkat 

local. Elite desa memanfaatkan relasi 

yang dibangun dengan 

penyelenggara kebijakan untuk 

mendapatkan nilai dan manfaat dari 

program yang telah disusun melalui 

proses deliberatif    

Saran yang ditawarkan 

mengenai penelitian lanjutan terkait 

akuntabilitas sosial dapat dilihat dari 

aspek hubungan relasi kuasa yang 

cenderung mempengaruhi 

mekanisme akuntabilitas di level 

desa. riset mengenai mekanisme 

akuntabilitas dari perspektif 

hubungan yang didasari oleh 

ekonomi-politik dalam menguasai 

sumberdaya dan memperoleh nilai-

manfaat dalam pemanfaatan Dana 

Desa cenderung masih sedikit untuk 

diteliti. Riset-riset yang dilakukan 

mayoritas menganalisis tentang 

praktik akuntabilitas tanpa melihat 

aspek kepentingan yang menjadi 

dasar dalam relasi antar actor. 
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